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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN 

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan 

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 

tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata 

Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4126); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang 

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4127) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 

Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen 

Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6446); 
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9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA 

CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN 

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA 

MASYARAKAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. 

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 

yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga 

nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh 

pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani 

Perlindungan Konsumen. 

3. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang 

selanjutnya disingkat TDLPK adalah tanda daftar yang 

diberikan oleh pemerintah kepada LPKSM yang 

memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang 

penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 

4. Kantor Cabang LPKSM adalah unit atau bagian dari 

LPKSM induk yang dapat berkedudukan di tempat yang 

berlainan dan bertugas untuk melaksanakan sebagian 

tugas dari LPKSM induk atau melaksanakan kegiatan 

mandiri yang ditetapkan oleh LPKSM induk. 
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5. Kantor Perwakilan LPKSM adalah unit atau bagian 

LPKSM yang bertindak mewakili LPKSM induk untuk 

melakukan suatu kegiatan berdasarkan wewenang yang 

diberikan oleh LPKSM induk. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

7. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur 

penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah provinsi. 

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan 

Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. 

9. Kepala Dinas adalah kepala unit kerja yang ruang 

lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang 

perdagangan pada pemerintah daerah provinsi. 

 

BAB II 

TDLPK 

 

Pasal 2 

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat 

sebagai berikut:  

a. terdaftar pada pemerintah daerah provinsi; dan  

b. bergerak di bidang Perlindungan Konsumen 

sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.  

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh 

wilayah Indonesia.  

 

Pasal 3 

(1) Untuk dapat terdaftar di pemerintah daerah provinsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPKSM 

mengajukan permohonan pendaftaran kepada 

pemerintah daerah provinsi. 

(2) Pemerintah daerah provinsi menerbitkan TDLPK 

berdasarkan permohonan pendaftaran LPKSM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Pasal 4 

(1) Gubernur berwenang menerbitkan TDLPK. 

(2) Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas. 

 

BAB III 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENERBITAN TDLPK 

 

Pasal 5 

(1) Penanggung jawab atau pengurus LPKSM mengajukan 

permohonan pendaftaran untuk memperoleh TDLPK 

kepada Kepala Dinas di tempat kedudukan atau domisili 

LPKSM. 

(2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi 

Formulir Permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

(3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan 

dokumen persyaratan sebagai berikut:  

a. bagi LPKSM yang berstatus badan hukum: 

1. salinan pengesahan badan hukum dari menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang hukum; 

2. salinan Akta Notaris pendirian yang 

menyatakan LPKSM bergerak di bidang 

Perlindungan Konsumen; dan  

3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung 

jawab atau pengurus LPKSM yang masih 

berlaku. 

b. bagi LPKSM yang tidak berstatus badan hukum: 

1. salinan Akta Notaris Pendirian Lembaga 

Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang 

menyatakan LPKSM bergerak di bidang 

Perlindungan Konsumen yang telah mendapat 

pengesahan dari instansi yang berwenang; 
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